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Meaimbang

BUPATI SITUBONDO

FERATURAN
BUPATI STTUBONIHD

NOMOR ) TAHUN 2e1e

TENTAN{G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSE

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA

BUPATI SITUBONIX),

bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi dacrah dan penataan
kelemhagaan di Kahupaten Silubomdo, terdapat perubahan tugac dan
fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras: Kabupsten Situbonde,
bahwwa guna maksid sebagaimans hwf a konaideran ini, Peraturan
Bupati Nomar 31 Talun 2008 wentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kahupaten Situbondo sudah tidak sesuai
lagsi dolam perkembangannya schingea perta diganti;

hahwa puna meksed sebagaimana hurf a dan b konsideran i, perin
menger Uraian Tugas dan Funpsi Phnas Tenmaga Kerja den
Transmigresi Kabupalen Situbonde vang pelaksanaannya ditctapkan
denpan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor ¥2 Tahun 195¢ tentang Pembentukan [Daerah-
daerah Kabupaten dalarmn Lingkungan Propinsi Jews Timur (Lemberan
Negara Republik Indonesin Talum 1950 Nowor 19, Tambahan
Lembarsn Negara Republik Indongsia Nomor 9);

Undang-I/ndang MNomor 51 Tabun 1951 testang Pengawasan
Perburuhan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang  Penyelesainn
Perselisihan Perburuan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1957 Nomwor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
MNomor 12277,

Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1974 tentang Pokok-pokek
Eepegawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
304)) sebagsimans ielah dinbeh dengan Undsmg-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentany Perubahzn Aesx Undang-Undang Nomor § Tahun
1974 tcntang Pokok-pokok Kepegawsian {l.embaran Negaru Republik
Indomesia Talmm 1999 Nomor 163, Tambohan Lembaran Negam
Republik Indonesia Normur 3890)
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12.
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14,

15,

16.

{indang-Undang Nomor 3 Tahun [992 wntang Funinan Sosial Tenaga
Ketja {Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 1992 Nomor 14,
Tanthahan T.embaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3468);

Tindung-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmugrasian
(Lembgran Megara KRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37.
Tembshan Lembaran Neeora Repubiik Tndonesia Monor 3682);

Undang-Undangz Nomor 13 Tahun 2003 temang Kelcnapakerjasn
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Megara Repabiik Indonesis Momeds 4279,

Undang—TIndang Nomor 17 Tahom 2003 temtang Kewmnygan MNegara
(Lembaran Negamm Republik Iodonesia Tabun 2003 Nomer 47,
Tamhuhan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomuor 428a%;

Undang Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentanys Perbendaharaan Negars
(Lembaran Negara Republik  Indowcsia Tabun 2004 Nooun 05,
‘Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indoncsiz Momeor 4335),;

Undang-Unikmgs NMomor 10 Taboa 2004 tentang  Pembenikan Persluran
Perandang-indangan (T.embaran Negara Republik Indonesis Tabuon M
Nomer 53, Tarnbahan Lentbaran Negam Republik Indonesia Nomor 4389);
Undano-Undong Nemor 235 Tubun 2004 tentang Sistem Perencanagn
Pembangunan Nasional { Lembaran Megam Bepublik Indongsia Tabum
2004 Nomor 104, Tambshan Lembaran Negara Republik ndumesia
Nomor 44213;

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentany Pemerintahan Dacrah
(Lemburan Megara Republic Indonssia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Tembaran Wegara Republik Indonesia Nomor H37)
sehapaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 ientang Perubahim Kedus Atas Undang-Undang Nomor 32 Fabun
2004 tentsmy Pemerintahas Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesta Tohun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Megam
Republik Indenesia Nomor 4844);

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 24404 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pernerintah Fusat dan Pemerintaban Daerah (Lembaran Megam
Republik Idomesta Tahun 2004 Nomor [26, Pambaban Lombaco
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-IIndang Nomor 39 Tahun 2004 tcntang Pencmpatan dan
Porlindunpan Kena {(Lombaran Nepara Eepublik Indoncsia Tabun 2004
Mpmor 1533, Tambahun Lembaran Negara Repoblik Inikomexia Nowor
4445

Peraturun Pernenntsh Nomwr 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan Pemindahan Tempot Kedudukan Pemerimtzhan Daerah Kabupaten

Pomarokan {Lembaran MNegara Republik Indenesia Tabwan 19T2
Nomaor 38);

Perataran Pemerintah Nomor 2 Tubum 1999 tentsmg Penyelenpgaraan
Transmigrasi (Lombaran Negara Republik Indonesia Fabun 1999 Nomor
4, Tambahan Lumbaran Megara Republik Indoncsia Nomer 3800);
Peratiran. Pamerintoh Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pengangkatan
Pepawai Negeri Sipil Dalun Jabuan Strukivral (Lembagan Negara
Republik Indonesia Tuhun 20068 Nomeor 197, Tamhehan Lembaran
Negarz Remiblik. Indonesis Nonror 4018) sebagatmana telak diubeh
dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 13 Tam 2002 tentang Perubahan
Alas Peruluran  Pemerintah Nomer 100 Tahun 2000 ientag
Pengangkulan  Pegawai Neperi SipH Dalam  Jabetan  Simuktomsl
(Lembaran Negare Republik Indonesia Telmn 2002 Neomor 33,
Tambahan Lesmbaran Newsra Repablik Indonesie Nomor 4194);
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Peraturan Pemncriniah  Nomor ¥ Tahun 2003 fentang Wewenang
Fengangkatan, Pemindzhan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 13,
Tambahan [.embaran Ncepara Republik Indonesta Nomor 4263 ),

Persturan Pemerntah Nomor 58 Tabhun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daersh {Lembaran Nepara Repnblik Indonesia Tahun 2005
Nomar 140, Tambaban Lembatan Nepara Republik Tndonesia
Nomor 4378,

Peraturann Pemcrintzh Nomor 79 Tahun 2005 temtang  Pedoman
Pembinaan dan Pengowasin Penvelenggaraan Pemyermitahan daerah
(Lembaran Megara Republik Indopesia Tahun 2005 Nomer 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 1entang Pemnbagian Urusan
I'emerintzhan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Proginsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupstco/Kota (Lembaran Nepara Repuablik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lenbaran Wepam
Republitk Indonesia Nentor 4737);

Pecaturan Pemennteh Nomos 41 Tabun 2007 tentang Orgamisesi Perangkai
Thieruh (Lemburen Megarm Republk Indomesia Tabon 2007 Nomor 89,
Timnbithan [embanm Negara Republik Indonesia Momor 47413 ;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Momor 19 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeni;

Peralaran Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tuhun 2(H6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keunangan Daaerah sehagaimana telah diibah
dengsn Peraturan Mentert Nalam Negeri Nomor 59 Tahan 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 1'ahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peratoran Menteri Dalam Megeri Noinor 15 Tabun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produl Hukcum Daerah;

Peratmran Menteri Dalam Negen MNomor 16 Tahen 2006 temtang
Prosadur Penyusunan Preduk Hukum Daerah;

Poraturan Menteni LJalam Negen Nemoe 23 Tabun 2007 tentng Pedomen
Tila Cara Pengawasan Atas Penvelenggaraan Pemerintah Daoerah;

Peraturan, Menferi Dulum Negeri Momor 53 Tahun 2007 tentong
I'engawasan Peraturan MNazerah dan Peraturzm Kepala Daerah;

Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Tenapa Kerja Republik Tndonesia Nomor 02 Tahun
2008 (cntang ‘Tata Cara Pengpunaan Tenags Kerja Asing

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 07 Tahem
2008 tentang Penempatan Tenaga Kega;

Keputusan I'residen Republik Indonesiz Nomar 04 Talun 1980 tentang
Wajib Lapor Lowongan (WLL) bagi Perusahasn :

Instrzksi Presiden Nomor 06 Tahun 2006 tentang Reformasi Sistem
Pentempatan dar Perlindungan Tenaga Kerju Tndonesia;

Poraluran Daerak Kabuparer Situbondoe Nomer 02 Tahun 2008 temtans
Urusan: Pemerintaban Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahon 2008 Neinor 02);

Peraturan Dacrah Kubupaten Sitwbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang

Susunan Crganisasi dan Tafa Kerja Linas Deerah Kabipaten Situbonda
{Lembaran Dacrah Kabupaten Situbonda Tahua 2008 Nomor 03,



Menetapkan :

MEMUTUSRKRAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSE
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
SITURONDACO

BARIL
KETENTUAN UMUM
Pasul |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Dazerah adalah Kabupaten Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dewan Corwakilan Ralyal Tlacrah vang selanjutnya disebat DPRD
adulah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbemdo.

4. Pemcrintaban Dacrsh ezdalah penyelengparamn musan peneristahan
oleh pemcrintah dacrah dan DPRD menunit asas otonomi dan togas

pembartuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Nepara Kesalnan Republik Indonesia sebagimana dimaksud
talam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945.

%,  Pemernntah Daemh adalubh Bupatt dan perungkal deerah schagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerab.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sitbondo.

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Dinas
adalah D¥inas Tenaga Kerja dan Transmigmsi Kabupaten Situbondo.

8.  Kepala Dhnax adalah Kepala Dhinas Tepapa Korja dan Transmiprasi
Kabupaten Situborxlo.

9. Ulnit Pelaksana Teknis Dines, selanjutnya dizingkat UPTD, adalih Unsur
Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan.

B

ard

BAB 11
EEIMIDURKAN TUGAS DAN FUNGSE
Pasal 2

{1} T¥nmas Tenaga Kera dan Trensmiprasi adalash unsur pelaksana
Pemerintah Thacrah i hidang tenagn kerja dom tramsmmigrasi,

(2) Dinas Tenagu Kerja dun Transmigras! dipimpin olch Kepals Dinas yang
berada di bawah dan hertanpomy jawab Kepads Buopati melahs
Sekretaris Dperah.

{3) Dinas Tenaga Xerja dan Transmigrast defam melaksanakan myasnya di
bidang tcknis adonistrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Dacrakb,

Pasal 3
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati
dalany  melaksanakan  kewenanpan & bidang kewnagakerjaan  Jdan
ketransmigrasian,

Fagal 4

Pa]mn meliaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan Pasal 3, Dinas
Tenaga Kenja dan Transmigrast menyelenggarakan fumgsi -



]

perumusan  kebfakan  teknis  di  bidang  keicnagakerjuan  dan
ketransmigrasian; _

pelaksanaan kefjasama anfar  daerah  dan  lemboga di  bidang
ketenagakerjaam dun ketransmigrasian;

petynsunon program di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
pelatifian ketja;

pengkonrdinusian, pengendaliun, pengawasan, dan evaluasi program
bidang ketenagakerjaan dan ketronsmigrasiar;

pelaksanaan propram bidang ketenapakerjaan dan ketransmigrasian,
pembinaan terhadap Unil Pelaksana Teknis Dinas dalam bngkup Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

pengelolaan uyrusan ketatausahaan,

pelaporan hasil pelaksanasn tugas, dan

pelaksanann tugas kedinasan Jain yang diberikan oleh Bugprati.

BARB 1L
ORGANISASE
Pasal 5

Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tesdiri dari:

[+

b.

)

{2)

(3}

Kepala Dinas.

Sekretaniat, membawahi ;

1. Sub Bagan Llvapan 5

2. Sub Ragian Keuangan : dan

3. Sub Bagian Ferencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kega, membawahi

1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas ;

2. Seksi Penempatan dan Perinaaan Kerja ; dan

3. Seksi Pengpmbangan Tenapa Kerja Mandiri.

Brdanyg Perlindungan dan Pengawasan Tenara Kerja, membeawahi :
1. Seksi Hubungun Industnal dan Syard Kena ; dan

2. Seksi Pengawasar Tengga Kenja.

Ridang T'ransmigrasi, membawahi @

[. Scksi Penviapan dan Pelayanan Transmigrasi ; dan

2. Seksi Permiberdeyasn Transmigrasi dan Perpindahan Pendchuk.
Unit Pelaksana Teknia Dinas.

Kelompok labatan INungsional.

Pasal 6

Selretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin olch Kepala
Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertangpung jawab
kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin aleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan hevtanginmg jawab kepada Sckreiaris.

Masing-masing Sekst dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bermnpgunp jawab kepads Kcpala Bidang.



BARB I
ORGANISASI
Bagian Kesatn
KEPALA DINAS
Paxal 7
Kepala T¥nas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan

pengendalian dalam penyclengearean Kepiatan di bidamy temaga kerja don
framsmiyrasi.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal ¥
Sckretariat  mempunyai tecas  membantu Kepala Dinas  dalam
penghoordimasiar,  penyusunan  program  Jdan polaksanman evalwasi

penyelenggarzen lugas-logas Didang secara terpadu dan tugas pelayanan
administratif kepada selunth satuan arganisasi dalam Tinglkungan Dines.

Pagal 9

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimeksud dalam Pasal §, Sekictariat
yelenpparaken Amgsi ;

a2 pelaksanaan tata usaba kantor, perlengkapan, omsan rumah tengea

dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;

penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas:

petigkoandinasian  penyusunan program dan penyelengparaan tugas—

fugss bidang sceara ferpudu;

penyiapan bahan evaluasi tugas—tugas bidang sccara terpadu;

pelaksanaan urusan kenanpan:

pelaksanam urpsan umuom;

pelaksanaan urusan kepegawaian;

poluksangen kegtatan ketatausahaanr:

pelaporan hagil pelaksanasn tugas; dan

pelaksanaxn lugas kedinasan lain vang dibertkam oleh Kepala Dipas

R e L

|-y

Faragraf |
Sub Bagian Umnm
Pasaf 10

(1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
a. mempunyai tgas melaksanakan ketatausahasn dan tats ussha
kepegawaian.

{2) Dalum melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagion Umum menyelenggarakan fungsi -

4. pelaksanaun urusan rumah tangga dan protokot Dinas:
b. pelaksanaon pengadenn kebutuhan bavang dan penpadministrasian
barang-harang Leperlnan I¥inag dan perbukalan Faing

pelaksanaan wrusan surdt-menyurat;

- pencatatan dan pelaporan harang inventaris;

¢. penyadenan dan pemeiiharaan perlengkspan;

e



{1}

{2}

(1)

(2}

f. pembuatin lapocan inventarisasi burang (asct) Dinas;

g. penyelengparaan topas  kepegawaian Dinas  yanp  melipufi

pengumpuwian  data  kepegawaian, pembuatan  Daftar  Urit

Kepangkatan, mempersiapkan nsulan-usulan  yang mErl}'il.n.gk'llt

kenzikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mulasi pegawal,

pengangkatan dan pemberhentian pegawnai;

penyelengparaan kescjaliternan pegawai;

petiyusunan Laporan Kepegawaisn;

pelaksanaan ketatavsshazn;

. pelaporan hasil pelaksinaan tagasnya kepada Sckretaris ; dan
pelaksansan wges kedinosan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai denpan gas dan fumgsinya.

B

—.  ru-
ot ol

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 11 ;

Sub Bagian Kevanpan sebapaumana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

angka 2, mempunyai tupas melaksanakan ketatansaboan dan txia usaba

keuangan.

[ratam melaksanakan twgas sebagaimana dimaksod pada svat {13, Sub

Bagris Keuvangan menyelengparakan fungsi

a. penvusunan dokumen rencuna kepiatan dan angeamn serta dokumen
petaksanann angparan:

b. penyrapan rencana pelaksunaan anggaran Dinas:

c. pelaksanasn administrasi kenangan dinas yang meliputi pembukuarn,
realisasi angeuran pendapatan dan belanja Dings g2t pembayarnn
Ba)1 pegawai;

d. penyiapan laporan pertanggungjawaban kenmgen T¥mas;

pengumsan penyelesaian tuntutan pani rugl dan aya pengeluaran

Dinas;

pembuatan laparan bulanan realisasi fisik dan kenangan,

peleksansan ketatausshan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

t. pchaksasn tugaz kedinasan lain yanp dibenkan olch Sckrelans sesien
dengun kpas dan fimgsinya.

i

Puragral 5

Sub Bagian Perencanaan, Fvalaasi dan Pelaporan
FPuasz]l 12

“sub  Bngian Perencanaan, Ewvaluasi dan  Pelaporan  sehagaimana
dimaksud dulam Pasal 5 uruf'b angka 3, mempunyai lugas perencanaan
kegiatan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam meluksanakun tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Begian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fingsi -

8. peayusunan Kenstra dan Renja Dings

b. penyusunan RXA dan DPA Pendapetan, Belanja dan Pembiayaan
Dintas;

!'-'

penyusunam Budays Kerja Dinas;
d  penvusunan LAKIP Dinas;



e, penvusunan cvaluasi kematan Dinas;
f. pelaksanaan Pengawasan Melckat (WASKAT) di lingkungan Dinas;

g. penynsunan  Laparan  Penyelenggarsan  Pemermtohan  Daerah
{LI*PLYy

h. pelaksanaan ketatasahaan,

i. pelaporan husil pelaksanaan tugasnyn kepada Sekretaris; dan

j. pelaksanagn tugas kedinasan lain yang diberikan oleb Sekretaris

se3ual denpan fugas dan fungsinya.

Bagian Keliga

BIDANG PELATIHAN DAN
I'ENEMPATAN TENAGA KERIJA

Pasal 13

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerju mempunyai tugas membastu
Kepala Dinas dalam nwlaksamaken hyms Dimas Tenaga Kerja dam
Transmigrasi di bidang pelatihan dan penempatan tenapa kerja.

Pasal 14

Dajam melaksanakan tupas sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 13, Bidang
Pelatikan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

A.

b.

e s

(2)

penyusunan rencana dan program bidang pelatihan dan penempatan
tenapa kerja;

pengkoordinasian, pengendalian, penpawasan, dan evaluasi program
hidang pelalihan don penempatan tensga kerja;

pelaksapasn penthinaan df bidang pelatihan dan pepempaian ienapa
kenja;

pelaksanaan bimbingan usaha mandiri;

pelaksanazn fasilitasi penempsian tenaga keria;

pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengembangan
pelatihan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja:

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan,

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yany diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Seksi Pelatihap dan Prodaktivitas
Pasal 15

Sckai Pelatihan dan Produktivilas sebagmimana dimaksud dalam Pasal 5
hurul ¢ angka 1, mempunyai tugas melaksanak#n sehagian tugas Bidang
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di hidang pelatihan dan
produktivitas.

Dalam nrclakisanakan tugas sebagaimana dimaksnd pada ayat (1), Seksi
Pelatihan dan Produktivitas menvelenggarakan fungsi :
4. penywsunan rencara dan program Seksi Pelatihan dan Produkiivitas;

b, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan cvaluasi program
meksi Pelatiban dan Produktivitas:

¢ penyelengparaan pelatihan ketrampilan dan pemagpngan:
d. pelaksanaan bimbingan terhadap Lembaga Latthan Swasta (LESk



(1)

(2)

m

(2)

¢. pemberian rekomendasi jjin pendirian Lembaga Latihan Swasta
(LL3)
(. pemfasilitasi penyelenggaraan nji ketrampilan;
p. Mengadakan sosialisasi kegiatan pelatihan ketcampilan;
h. pelaksanaan pecmunguian dan penyetoran [uran Wapb Latih Tenaga
Kerje {TWLTKM);
i. pelaksanaan kelalausahaan;
i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelatihan
dun Penempatan Tenaga Kena; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan tain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelatihun dan Penempatan Tenapa Kerja sewusi dengan togas dom
funpainya
Paragraf 2
Seksi Peoempatan dap Perluasan Kerjs
Pasal 16

Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja sebapgaimana dimskeud dalom

Pasal 5 huruf ¢ angka 2, mcmpunyai tupas melaksanakan sebagnan

lugas Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenapa Kega di bidang

pencrupatan dan perluasan kerja.

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksod pada ayat (1) Seksi

Penempatan dan Perluasan Kerfa menyelenggarakan fimgsi

4. penynsunan rencana dan program Seksi Pepempatan dan Perluasan
Keorja;

b. pengkoordinasian, penpendalian, pengawasan, dan evaluasi progrm
Seksi Penempatan dan Perluasan Krrja;

e pelakeanaan pendaftaran pencar ketja (AK.T);

d. penvusunan dan penyebarluasan Informast Pasar Kerja (IPK);

e. prlaksunasn pengawasan Buarsa Kera dan Unit  Pelayanan,
Pendaltaran Jdan Penemnpatan Tenaga Kerja Indonesia (UPITKI);

f. pelaksanaan penerapatan melalt mekanisme antar kerja;

g. pemberian rekomendasi perpanjangan ijin penggunaan Tenmpa Kerga
Warga Nepara Asing;

h. pelaksimoan ketatansahaan:

i. pelaporan hasil pelakeanaan tugasnya kepada Kepala Bidang
Pelatiban dan Penempatan Tennga Kera; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pelatthan dan Penempatan Tenagn Kema sesuni dengan tugas dan
[ungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengembangan Tenara Kerja Mandini
Pasal 17

Seksi Pengembangan Tenaga Kerja Mundimi sehaguimema Jimaksud
dalam Pasal 5 bhurul' ¢ angka 3, mempunyai tagas melsksanakan
sebagian tigas Bidang Pelatihen dan Penempotan Tepage Ketja di
kidang pengembanpan tenaga kerja mundin.

Dalam melaksanakan tngas sehagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Penpembangan T'enaga Kerju Mandini menyelenpgarakan fimgs -

4. penyusunan rencana dan program Scksi Pengembangan Tenaga
Kena Mandir;
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b. penglkoordinasian, penpendatian, pengawasan, dan evaluasi program
Scksi Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri:

¢. pengumpulan dan pengolahan data SDA dan SDM dalam rangka

pengembangan tenaga kerja mandir;

penyelenggarasn pembentukan dan pemberdayaan usaha mandiri;

pemfhsilitasi kerjasarna dengan pengusaha sebagai bapak angkat;

nelaksanaan kelalausahaan;

pelaporan hasit peloksansan tupasnya kepada Kepala Ridang

Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan

h. pectaksanaan tagas kedigasan Lain yang dibertk:m oleh Kepala Bidang
Pelatihan dan Penempatan Tenapa Kerja sesuai dengan tugas dan
fungsinya

|0

Ragian Keempat

BIDANG PFRLINDUNGAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KERJA

Pasal 18

Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas.

memhantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan
Trapsmigrasi di biduny pedindungan dan pengawasan kenaga Kerja.

Pasal 19
Dalam melaksanakan tucns sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang
Perlindungan den Pengawasan Tenaga Kerja menyeienggaraken fungsi :
a.  penyusunan rencana dan program Bidang Perlindunpan dan Pengavwasmm
Tenaga Kenja;

b. - pengkoordipasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program
Didang Perlindnngan dan Penpawaesan Tenaga Kera;

¢.  pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja;

d  pembinaan Norma Kerja dan Nomma Keselamatan dan Kesehatan Kena
) 5

¢. pelaksanaan koordinasi dan konsullasi dalam rangka pengembanpan
perindlumygan dan pengawasan tenaya kesja,

f  pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

pelaporen hastl pelaksanann mgas; dan

pelaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7

Faragrat 1
Scksi Hobungan Indosirisl dan Sysrat Kerja
Pasal 20

{17  Seksi Hubungan Industnial dan Syarat Kerja scbagaimans dimaksud
dolom Pasal 5 huruf 4 angka ), mempunyad tugas melaksanakan
sebagian tugas Ridong Petlindungan dan Pengawesan Tenaga Kerja di
bidang hubunpan indusirial dam syarat Kerja

(2} Dalam: melaksanakan tugas sebagoismang dimaksud pada ayat (1), Scksi
TTubungan Industrinl dan Svarat Kerjn menyelengearakan fimgsi -

a. penynsunan fengana dan propram Seksi Hubungan Indusirial dan
Syarat Kerja;

il
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pengkoordinasian, pengendatian, pengawasan, dan evaluasi program
Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja,

pembinaan hubungan industrial,

pemfasilitasi penyelesatan Pegselisihan Hubungan Indusirizi (PHT}
dan Pemutusan Hubmgan Kerja (PHK )

pengumpulan dan penganatisa data Kebutuhan Hidup Layak (KAL)
sebugai bahan penyusunan dan  penetapan Upah Minimum
Kabupaten {LIMEK):;

pelaksanaan ketutasahaan;

pelaporun hasil pclaksamasn tugasnya kepada Kepala Bidang
Perlindungnn dan Pengawasan Tenmm Kerja: dan

. pelaksanaan tugas kedinasan Jain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pedindunagn dan Pengawnsan Tenaga Kerja sesuad dengan tugas
dan fungsinya.
Paragraf 2
Scksi Pengawaszan Tenara Kerja
Fasal 21

(1} Seksi Pengawasan Tenapa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huraf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang
Perlimtungan dan Pengawazsan Teoaya Kerja di bideng pengawasan
ketermgakerjaan.

(2} Dalam meclaksanakan huygas sehugaimana dimaksed pada ayat (3) Seksi
Pengawasan Tenaga Kcrja menyelenggurdkan fangsi

.
h.

&

penyisiman Tencana dan program Scksi Pengawasan Tenaga Kerja;

pengkoordinasian, pengehdalian, pengawessn, dan evaloasi program
Seksi Pengawasan Tenaga Kera,

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan  perundang-
undangan ketenagak erfaan:

peluksanaan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran peraruran
perundang-undangan ketcnagakeraan;

pelaksanaan pemeriksaan dan pengujiun serla pembcrian pengesaban
terhadap pemakaian peralatan teknik dalam rangka Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3,

pelaksanaan ketatansahaan;

peloporan  hagil pelaksanaan iopasnya kepada Kepals Badang
Perlindungan dan Pengawasan Tenagn Kena;

pelaksandan lugas kedinasim lain yaog dibexikan oleh Kepala Bidang
Perlindungan dan Fengawasan Tenaga Keria sesual dempan tugas
dan tungsinva.
Bagian Kelima
BIDANG TRAMSMIGRAS?

Pasal 22

Bidang Transmiprasi mempunyal luyas membantu Kepala Dinos dalam
mteinksanakan tugas Dinas lenaga Kerja dan Transmigrasi di  bidang
transmigrasi.
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FPasal 23

Dalam melnksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Transmigrasi
menyelenzparakan fungsi -

a
b.

1)

(2)

(1)

(2}

penyusunan rencana dan program bidung transmigrasi;
pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program
Bidang Transmigrasi,

penyelenggaruan punberdayaan transmigran dan perpindahan penduduk;
peluksanaan koordinasi dan konsuitasi dalam rongka pengembanvgan
ketransmigrasian;

peiaksanaan kegiatan ketatiusahaan,

nefaporen hasil pelaksanaan tiges; dan

pelaksanaan tugas kedinasan Jain yang diberikan oleh Kepula Iinas.

Paragraf 1

Seksi Penyiapan dan Peleyanas Transmigrasi

Pasal 24

Seksi Penyiapan dan Pelayanan Iransmiprasi scbapgaubans dimaksid

pada Pasal § horuf & anpka 1, mempunyat frgas melaksanakan sebagian

tugas Bidany Transmdgrasi di bidang peayiapan dan  pelzyaman

transmigrasi.

Dalam melsksanakan tagas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Penyiapan dan Pelaynnan Transmigrasi menyelengyarakan fungsi :

4. penyusunan rencani dun program Secksi Penyiapan dan Pelayauan
Transmigrasi;

b. pcogkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program
Seksi Penyiapan dan Polayanan Transmifrasi;

¢, pengumpulan, pengolahan dan penganalise data datam rangka
penyiapan dan pelayanan transmigrasi;

d. pembinasn dan koordinasi dalam rangka penyiapan dan pelaysnan
transrmigrasi;

e. pembinaan werhadap pelugas Pos Pelayunan Trmsmigrass;

. pelaksanasn ketarausahaan,

. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang
Transmipgmsi; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lam yanp diberikan oleh Kepata Bidang
Transmigrosi sesuni dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Transmigrasi dan Perpindzham Pendunduk
Pasal 25

Seksi  Pemberdayaan ‘Transmigrazi dun  Perpindahan  Penduduk
sebagaimana dimaksud dalum Pasal 5 huruf e angka 2, moempunyai tagas
melaksanakan schagian twogas PRideng Transmigrasi di  bidang
pemberdayasn transmigrasi dan perpindahan pendudolk.

Dralanz meleksanakat tagas schagaimana dimaksud pada syvat (1), Seksi
Pemberdayaan  Iransmigrasi dan  Pempindahan  Penduduk
menyelengparakan fungsi :

a. pepyusunan repcana dan frogram Seksi Pemberdayaan Transmigrasi
dan Perpindahan Penduduk;
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b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluas program
Seksi Pemberdayaan ransmigrasi dan Pempindahan Penduduk:

c. pengurnpulan, pengolahan dan penganalisa dala dalam ranpks
pembinaan dan pembcrdayaan transmigrasi;

d. pembinsan dan pengkoordinasian dalam tangka pemberdayaan

wargn reseilement Jun calon znsmigran;

pembinasn wrhadep Petugas Pos Pelavanan Transmigrasi;

pemonitor perkembangan transmigran i lokasi transmigrasi;

pelakzanaan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanasn tupasnys kepada Kepals Bidang

Transmigrasi;

L. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
‘Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PR oo

BAB YV
KETENTUAN PENUTEF
Pasal 26

Dengan berlakunya Pemturan Bupati ini. maku Peraturan Bupati Simubondo
Nomor 51 Tahun 2008 tentany Urajan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kega
dan Transinigrasi Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 27

Peraturan Bupati imi mulai berlaku pada tanggal diundanpkan,

Agar sctiap orang dapat mengetshuinya, memerintabkan pengundangan

Peraturan Bupai ini dengan penempatannys dalam Berita Decrak Kahupeten
Situbondo.

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal ‘(17 APR 2010 — |
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